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Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai 
kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan tanggung jawab atas 
perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang 
diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup adalah 
penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis konsep dan penerapan prinsip strict liability dalam konteks 
hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang 
dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode 
normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik 
analisis data deskriptif-analitis, dengan sumber data bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan 
tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability di Indonesia masih 
bersifat terbatas dan belum optimal, khususnya dalam perkara pencemaran 
dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh 
lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum 
terhadap konsep tanggung jawab mutlak, serta adanya tumpang tindih norma 
dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi 
peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar prinsip strict 
liability dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Implementasi yang 
tepat atas prinsip ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku 
usaha serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. 

 

Keywords: Abstract 
Strict Liability; Environmental Law; 

Law Enforcement; Environmental 
Protection. 

Environmental law enforcement in Indonesia continues to face various challenges, particularly 
in proving and imposing liability for acts that cause environmental damage. One of the legal 
instruments expected to strengthen environmental protection efforts is the application of the 
strict liability principle, as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental 
Protection and Management. This study aims to analyze the concept and implementation of 
the strict liability principle within the context of Indonesian environmental law and to identify 
the legal obstacles encountered in its application. The research employs a normative legal 
method using a statutory approach and descriptive-analytical data analysis techniques. The 
data sources consist of primary legal materials, namely laws and regulations, as well as 
secondary and tertiary legal materials such as literature, journals, and legal dictionaries. The 
results indicate that the application of the strict liability principle in Indonesia remains 
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limited and has not yet been fully optimized, particularly in cases of environmental pollution 
and destruction involving corporations. This condition is mainly due to weak law enforcement, 
insufficient understanding among law enforcement officers regarding the concept of strict 
liability, and overlapping norms within the national legal system. Therefore, harmonization 
of regulations and capacity building for law enforcement officers are necessary to ensure 
consistent and effective implementation of the strict liability principle. Proper implementation 
of this principle is expected to create a deterrent effect for business actors and strengthen legal 
protection for the environment as part of citizens’ constitutional rights.. 
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A. Pendahuluan 

Lingkungan hidup merupakan sumber daya yang fundamental bagi kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk lain, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi kebutuhan mendesak 

(Wahanisa & Adiyatma, 2021). Di era industrialisasi dan urbanisasi, aktivitas ekonomi sering 

menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan (Ridwan, 2007). 

Negara memiliki peran untuk menyusun aturan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif 

agar kerusakan lingkungan dapat dicegah dan diperbaiki (Rusydi et al., 2023). Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pelaku 

serta mekanisme perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, penerapan norma hukum 

tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian yuridis 

mendalam. 

Salah satu konsep yang relevan dalam hukum lingkungan adalah prinsip strict liability atau 

tanggung jawab mutlak, yang menempatkan beban pembuktian risiko dan kerugian kepada pelaku 

kegiatan berbahaya (Nisa, 2023). Prinsip ini dirancang untuk memudahkan korban mendapatkan 

pemulihan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku secara lengkap (Putra et al., 2025). 

Penerapan strict liability di banyak yurisdiksi dianggap instrumen efektif untuk mendorong kehati-

hatian dan internalisasi biaya lingkungan oleh pelaku usaha. Di Indonesia, gagasan tersebut perlu 

ditelaah apakah sudah tercermin secara memadai dalam kerangka normatif UU Lingkungan Hidup. 

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami seberapa jauh prinsip tersebut 

terakomodasi secara teoritis dan praktis 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat sejumlah ketentuan mengenai tanggung 

jawab atas pencemaran dan perusakan lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan, serta sanksi 

administratif dan pidana (Hakim, 2015). Praktik peradilan dan tindakan aparat penegak hukum 

sering kali menentukan seberapa efektif perlindungan yang diberikan kepada korban. 

Ketidakpastian penafsiran dan perbedaan pendekatan yuridis dapat melemahkan efektivitas aturan 

yang ada. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik ambigu dan 

peluang harmonisasi norma. 

Di sisi lain, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa korban pencemaran 

lingkungan sering menghadapi kesulitan memperoleh ganti rugi atau pemulihan lingkungan yang 

memadai (Meimunah et al., 2024). Proses pembuktian, biaya litigasi, dan keterbatasan akses 

informasi menjadi hambatan utama dalam penegakan hak-hak korban (Meimunah et al., 2024). 

Ketika beban pembuktian tetap berada pada korban, kepastian hukum dan keadilan substantif 

dapat terganggu. Prinsip strict liability menawarkan jalan keluar dengan mengalihkan beban 

https://www.zotero.org/google-docs/?Izd3I2
https://www.zotero.org/google-docs/?SL4vOB
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https://www.zotero.org/google-docs/?07WPgJ
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pembuktian pada pelaku kegiatan berisiko (Putra et al., 2025). Namun, penerapan prinsip ini 

memerlukan dukungan normatif, mekanisme administratif, serta kesiapan sistem peradilan. 

Kendala yuridis lainnya termasuk interpretasi unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan 

tanggung jawab, keterkaitan antara tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, serta 

mekanisme penegakan lintas sektor. Selain itu, peran korporasi sebagai subjek utama kegiatan 

berisiko menimbulkan persoalan terkait kapasitas aset, bentuk badan usaha, dan kompleksitas 

struktur hukum yang bisa mempengaruhi efektivitas pemulihan. Regulasi yang tidak sinkron atau 

tumpang tindih antara peraturan dapat memperlemah posisi korban dan menimbulkan 

ketidakpastian bagi pelaku usaha (Margaretha, 2025). Pendekatan hukum yang holistik dan koheren 

diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini. Penelitian ini bermaksud memetakan kendala 

tersebut dari perspektif yuridis. 

Dari perspektif teori hukum, penerapan strict liability menyentuh prinsip keadilan, 

pencegahan, dan internalisasi biaya eksternalitas lingkungan (Nugroho et al., 2024). Teori keadilan 

lingkungan menuntut agar biaya kerusakan tidak dibebankan kepada pihak yang tidak bersalah, 

sementara prinsip pencegahan menekankan kewajiban kehati-hatian bagi pelaku kegiatan 

berpotensi merusak (Mubarok, 2020). Penggabungan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka 

normatif dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Namun, adaptasi konsep ini ke dalam 

tradisi hukum nasional memerlukan analisis terhadap sumber hukum primer dan praktik yudisial. 

Oleh karena itu, landasan teori yang kuat menjadi penting dalam studi ini. 

 

B. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud 

Marzuki dalam bukunya penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin 

hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul 

(Soekanto & Mamudji, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini 

dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang 

memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), hukum dipandang sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup, yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: (1) bersifat comprehensive, yakni norma-norma hukum di dalamnya 

saling berkaitan secara logis; (2) all-inclusive, yaitu himpunan norma hukum tersebut dianggap 

mampu mengakomodasi seluruh permasalahan hukum yang timbul sehingga tidak menimbulkan 

kekosongan hukum; dan (3) systematic, yang berarti norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling 

berhubungan, tetapi juga tersusun secara teratur dan sistematis (Muhaimin, 2020). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan spesifikasi 

penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah 

lainnya, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, berita, dan ensiklopedia. Teknik 

https://www.zotero.org/google-docs/?WQNjKK
https://www.zotero.org/google-docs/?TYGteM
https://www.zotero.org/google-docs/?n5OmTA
https://www.zotero.org/google-docs/?amod0n
https://www.zotero.org/google-docs/?4USW1J
https://www.zotero.org/google-docs/?JZgE66
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pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan serta 

menelaah berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan kajian 

ilmiah. Studi kepustakaan ini difokuskan pada analisis hukum positif di Indonesia, khususnya yang 

berkaitan dengan bidang lingkungan seperti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Cipta Kerja. 

 

C. Pembahasan   

1. Pengaturan Prinsip Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan konsep hukum yang 

membebankan tanggung jawab kepada pelaku tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan 

(Windari, 2015). Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini dimaksudkan untuk memperkuat 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengadopsi prinsip tersebut. Pasal 

88 UUPPLH dan Pasal perubahannya yang terdapat di pasal 21 Undang-Undang Cipta Kerja (UU 

CIPTAKER)  menyebutkan bahwa setiap orang yang perbuatannya menimbulkan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak. Hal ini 

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari fault liability menuju strict liability. 

Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER) menjadi dasar utama penerapan prinsip 

strict liability di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan tidak 

dapat mengelak dengan alasan tidak ada unsur kesalahan. Artinya, cukup terbukti adanya dampak 

kerusakan lingkungan, maka pelaku harus bertanggung jawab (Ali et al., 2023). Hal ini berbeda 

dengan konsep tanggung jawab pada umumnya yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan. 

Oleh karena itu, strict liability mempercepat proses penegakan hukum lingkungan (Wardana et al., 

2024). 

Prinsip strict liability dalam UUPPLH dan UU CIPTAKER memiliki tujuan preventif dan 

represif. Secara preventif, aturan ini mendorong setiap pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam 

menjalankan kegiatannya. Mereka dituntut untuk memastikan agar aktivitasnya tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan (Butar & Syafitri, 2025). Secara represif, prinsip ini memberikan dasar 

hukum yang kuat bagi korban pencemaran untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, strict 

liability memperkuat akses keadilan bagi masyarakat (Praja et al., 2016). 

Penerapan strict liability juga terkait erat dengan asas polluter pays principle atau asas pencemar 

membayar (Darma & Redi, 2018). Dalam asas ini, setiap pihak yang mencemari lingkungan wajib 

menanggung biaya pemulihan (Darma & Redi, 2018). UUPPLH mengadopsi asas ini untuk 

memastikan adanya keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan prinsip tersebut, beban 

biaya pemulihan tidak dibebankan kepada negara atau masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip 

keberlanjutan dalam hukum lingkungan Namun, penerapan prinsip strict liability dalam praktik 

seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pelaku usaha yang merasa 

terbebani oleh ketentuan tersebut (Ilham & Anggraeni, 2024). Mereka berpendapat bahwa 

kerusakan lingkungan tidak selalu akibat langsung dari aktivitasnya (Tampubolon & Purba, 2022). 

Selain itu, seringkali muncul persoalan teknis dalam menentukan besaran ganti rugi. Hal ini 

https://www.zotero.org/google-docs/?pbjqm4
https://www.zotero.org/google-docs/?FYpvmJ
https://www.zotero.org/google-docs/?huYvHz
https://www.zotero.org/google-docs/?huYvHz
https://www.zotero.org/google-docs/?fte1Yn
https://www.zotero.org/google-docs/?Ypzqm9
https://www.zotero.org/google-docs/?oAOWTZ
https://www.zotero.org/google-docs/?JoPA1d
https://www.zotero.org/google-docs/?0geedt
https://www.zotero.org/google-docs/?Vn13A1
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menunjukkan bahwa meskipun norma hukum sudah jelas, implementasinya masih membutuhkan 

penyempurnaan. 

Jika kita melihat secara yuridis, prinsip strict liability menegaskan adanya tanggung jawab 

perdata. Artinya, pihak yang mencemari wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Selain itu, mekanisme class action juga diakui dalam 

UUPPLH. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat terdampak untuk menuntut secara kolektif. 

Prinsip strict liability dalam UUPPLH juga mendukung penegakan hukum administratif. Otoritas 

lingkungan dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa perlu menunggu adanya putusan 

pengadilan. Hal ini mempermudah negara dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Sanksi 

tersebut dapat berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. 

Dengan demikian, strict liability memperkuat instrumen hukum non-litigasi dalam perlindungan 

lingkungan. 

Selain itu, prinsip strict liability juga memiliki relevansi dalam konteks pidana lingkungan. 

Walaupun sanksi pidana tetap membutuhkan pembuktian unsur kesalahan, keberadaan strict 

liability dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab perdata di samping sanksi pidana 

(Kurniawan et al., 2017). Hal ini menciptakan sinergi antara instrumen hukum perdata, pidana, dan 

administratif. Dengan demikian, prinsip ini memperkaya sistem hukum lingkungan Indonesia. 

Secara tidak langsung, hal ini juga meningkatkan kepastian hukum bagi korban pencemaran. 

Secara keseluruhan, pengaturan strict liability dalam UUPPLH dan UU CIPTAKER 

menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup (Sujono et al., 

2025). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tidak boleh 

dihindari dengan alasan apapun. Meskipun masih terdapat tantangan implementasi, prinsip ini 

menjadi pilar penting dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan adanya strict liability, keadilan 

lingkungan lebih mudah dicapai. Hal ini sekaligus mendukung tercapainya pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

 

2. Kendala pada Penerapan Strict Liability di Indonesia 

Penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghadapi sejumlah kendala yang cukup 

signifikan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum 

mengenai konsep tanggung jawab mutlak ini (Nur & Prabowo, 2011). Banyak hakim maupun jaksa 

masih cenderung terikat pada asas kesalahan (fault liability) dalam praktik peradilan. Akibatnya, 

prinsip strict liability seringkali diabaikan atau dipersempit dalam putusan pengadilan. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran. Padahal, 

semangat dari prinsip ini adalah untuk memperkuat perlindungan lingkungan secara efektif. 

Kendala lain muncul dalam hal pembuktian di persidangan. Walaupun strict liability 

seharusnya membebaskan korban dari kewajiban membuktikan adanya kesalahan, dalam 

praktiknya pengadilan tetap meminta pembuktian secara rinci (Syarifah et al., 2020). Misalnya, 

korban harus membuktikan adanya hubungan kausal antara aktivitas pelaku dengan kerusakan 

lingkungan yang terjadi (Syarifah et al., 2020). Hal ini jelas bertentangan dengan semangat strict 

liability yang seharusnya mempermudah proses penegakan hukum (Yasin, 2024). Hambatan ini 

https://www.zotero.org/google-docs/?TkUCk1
https://www.zotero.org/google-docs/?EyUD71
https://www.zotero.org/google-docs/?EyUD71
https://www.zotero.org/google-docs/?10nVKy
https://www.zotero.org/google-docs/?OdfubF
https://www.zotero.org/google-docs/?thuoqs
https://www.zotero.org/google-docs/?a6QhKE
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sering membuat korban kesulitan memperoleh keadilan. Pada akhirnya, proses hukum menjadi 

panjang, rumit, dan tidak efektif. 

Selain itu, kendala juga muncul dari aspek teknis perhitungan kerugian. Kerusakan 

lingkungan seringkali sulit diukur dengan metode konvensional, karena dampaknya bisa bersifat 

jangka panjang dan meluas (Jailani & Faisal, 2024). Belum ada standar baku nasional yang 

komprehensif untuk menilai besarnya ganti rugi lingkungan. Hal ini membuka ruang perdebatan 

antara pihak pencemar dan pihak korban di pengadilan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan juga 

menjadi faktor penghambat. Lembaga pengawas lingkungan seperti Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun dinas daerah seringkali kekurangan sumber daya manusia 

yang kompeten. Pengawasan di lapangan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari juga 

tidak berjalan optimal (Fitriana et al., 2022). Akibatnya, banyak kasus pencemaran yang tidak segera 

terdeteksi atau terlambat ditindaklanjuti (Fitriana et al., 2022). Hal ini membuat proses penegakan 

strict liability kehilangan efektivitasnya. Kelemahan kelembagaan ini menjadi salah satu hambatan 

paling serius dalam praktik. 

Kendala lainnya adalah adanya intervensi politik dan ekonomi dalam kasus lingkungan 

hidup (Johar, 2021). Tidak jarang, perusahaan besar memiliki hubungan erat dengan pejabat 

pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum enggan atau ragu dalam 

menindak perusahaan tersebut (Wibowo & Yusuf, 2025). Akibatnya, prinsip strict liability hanya 

menjadi aturan di atas kertas tanpa implementasi yang kuat. Masyarakat yang terdampak pun 

semakin dirugikan karena tidak ada keberpihakan hukum yang jelas. Kondisi ini mencerminkan 

lemahnya political will dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. 

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat 

yang menjadi korban pencemaran tidak memahami hak-hak hukumnya untuk menuntut ganti rugi. 

Rendahnya literasi hukum lingkungan menyebabkan masyarakat jarang melakukan gugatan 

berdasarkan prinsip strict liability. Selain itu, biaya untuk mengajukan gugatan juga seringkali terlalu 

tinggi bagi masyarakat kecil. Hambatan akses keadilan ini membuat penerapan strict liability tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa dukungan masyarakat yang kritis, prinsip ini sulit 

dioptimalkan 

Kendala lain yang cukup menonjol adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Penegakan 

hukum lingkungan melibatkan banyak lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan 

dan dinas lingkungan. Namun, koordinasi antarinstansi tersebut sering tidak sinkron. Akibatnya, 

banyak kasus pencemaran lingkungan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas (MYs/APr, 

2002). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem penegakan strict liability belum terintegrasi dengan 

baik. Padahal, sinergi antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan penerapan prinsip ini. 

Dari sisi regulasi, masih terdapat kelemahan normatif dalam UUPPLH dab UU 

CIPTAKER. Meskipun Pasal 88 dan Pasal 21 telah mengatur strict liability, tidak ada aturan teknis 

yang cukup rinci untuk menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Misalnya, belum ada peraturan 

pelaksana yang menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pembuktian atau standar 

perhitungan kerugian. Kekosongan pengaturan teknis ini membuat hakim sering menafsirkan 

secara subjektif. Akibatnya, penerapan strict liability menjadi tidak seragam dalam praktik peradilan. 

Kelemahan regulasi ini menjadi hambatan yuridis yang serius. 

https://www.zotero.org/google-docs/?6LbXVk
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Secara keseluruhan, kendala penerapan strict liability di Indonesia mencakup aspek hukum, 

teknis, kelembagaan, politik, hingga sosial. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan prinsip ini 

belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan. Padahal, keberadaan strict liability sangat penting 

untuk memberikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Tanpa adanya perbaikan serius 

dalam regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat, prinsip ini hanya akan menjadi 

norma yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem 

hukum lingkungan. Reformasi tersebut mencakup aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, 

serta pemberdayaan masyarakat 

 

D. Kesimpulan 

Penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan adanya komitmen negara untuk 

memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER 

menegaskan bahwa setiap orang yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

wajib bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini tidak 

hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak, tetapi juga mendorong pelaku 

usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya strict liability, akses 

keadilan bagi korban pencemaran menjadi lebih terbuka, serta mendukung tercapainya 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Namun, dalam praktiknya penerapan strict liability masih menghadapi berbagai kendala 

serius. Kendala tersebut meliputi lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam 

pembuktian dan perhitungan kerugian, keterbatasan kelembagaan, resistensi dari pelaku usaha, 

hingga adanya intervensi politik dan ekonomi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat serta 

lemahnya regulasi teknis membuat penerapan prinsip ini kurang efektif dan konsisten. Oleh karena 

itu, meskipun sudah diatur secara normatif, efektivitas strict liability dalam melindungi lingkungan 

hidup masih jauh dari optimal. 

 

E. Saran 

Agar penerapan strict liability dapat berjalan lebih efektif di Indonesia, diperlukan langkah-

langkah strategis, antara lain:  

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip strict 

liability.  

2. Menyusun regulasi teknis yang rinci terkait pembuktian dan perhitungan kerugian 

lingkungan.  

3. Memperkuat koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penegakan hukum 

lingkungan.  

4. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya terkait 

pencemaran lingkungan.  

5. Mempertegas sanksi bagi pelaku usaha yang menghindari tanggung jawab serta mengurangi 

intervensi politik dalam kasus lingkungan hidup 
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